BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hukum vyang dapat dilakukan berkaitan dengan
pelanggaran merek terkenal dapat dilakukan dengan cara litigasi
(pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Upaya hukum
melalui jalur litigasi dapat dilakukan secara perdata dan pidana.
Secara perdata penyelesaian sengketa merek diatur dalam pasal
76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun,
Pada prakteknya sering timbul beberapa masalah dalam
pemeriksan sengketa merek yaitu masalah yang paling menonjol
adalah yang berkaitan dengan persamaan keseluruhan elemen
dan persamaan pada pokoknya.

2. Terhadap pelaku yang menggunakan merk tanpa ijin dapat
digugat ganti rugi, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 76
ayat (1) undang-undang merek menjelaskan bahwa merek
memberikan hak kepada pemiliki merek terdaftar untuk
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang
secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek nya.
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Selanjutnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1365
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian
itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
B. Saran
Dari simpulan di atas, ada beberapa saran-saran yang perlu
penulis sampaikan, antara lain:

1. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang
hak atas merek diperlukan koordinasi dan kerjasama yang efektif
dan efisienantara pemerintah dengan perangkat peraturan
perundang-undangan yang memadai, aparat pemeriksa merek,
aparat penegak hukum, masyarakat luas, serta pengusaha yang
akan menggunakan suatu merek bagi produknya. Sehingga apa
yang menjadi tujuan dari adanya Undang-Undang Merek Nomor
15 Tahun 2001 ini dapat tercapai.

2. Mengenai hal ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran merek
diharapkan dibuat aturan yang lebih tegas mengenai peraturan
pembayaran ganti rugi secara perdata karena yang tercantum
dalam KUH Perdata tidak menyiratkan secara tegas mengenai
penggantian kerugian untuk kasus yang lebih spesifik dalam

Perbuatan Melawan Hukum di bidang pelanggaran hak merek.
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